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b. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan
pembangunan harus didukung oleh kecepatan arus data dan

informasi dalam lingkup Pemerintah Daerah agar terjadi

keterpaduan sistem antara pihak pemerintah dan pemangku

kepentingan melalui .implementasi penyelenggaraan tata

pemerintahan secara elektronik [e-Governrnentl;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati Purwakarta ten tang Pedoman Tata Naskah Dinas

Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Mengingat:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melakukan reformasi birokrasi dan

untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik (good
governance), perlu menerapkan tata naskah dinas elektronik

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPURWAKARTA,•
PEDOMANTATANASKAHDINASELEKTRONIK

DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENPURWAKARTA

TENTANG

NOMOR .;.1.3i TAHUN

PERATURANBUPATI PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT



•

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1968Nomor31, Tambahan Lembaran NegaraRepublik

Indonesia Nomor2851);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5952);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 dan

Tambahan Lembaran Negara RINomor5071);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5494);

6. Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan KeduaAtasUndang-Undang Nomor23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Undonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

•



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta

2. Bupati adalah Bupati Purwakarta

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah otonom.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

PERATURANBUPATIPURWAKARTATENTANGPEDOMAN
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIKDI LINGKUNGAN
PEMERINTAHKABUPATENPURWAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN:•

l lPeraturan Bupati Nomor 51 Purwakarta Tahun 2010
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 51);

12.Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 50 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah

Kabupaten Purwakarta Tahun 2014 Nomor50);

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 Tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di

Lingkungan Instansi Pemerintah;

10.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pedoman Penataan Tata Laksana atau Bisnis Proses;•

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6400);



4. Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

5. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan

yang dibuat danIatau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di

lingkungan instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan.
6. Naskah Dinas Ekstemal adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh suatu unit

kerja yang ditujukan untuk pihak luar I lain atau yang diterima dari suatu

unit kerja Pemerintah.
7. Naskah Dinas Internal adalah Naskah Dinas yang dibuat oleh suatu unit

kerja yang ditujukan untuk unit kerja lain dalam PDyang sarna.

8. Naskah Dinas Elektronikadalah informasiyang terekam dalam media

elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat darr/atau

diterima oleh pejabat/ pimpinan yang berwenang di lingkungan instansi

pemerintah.

9. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi
pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi

dan penyimpanan naskah dinas, serta media yang digunakan dalam

komunikasi kedinasan.

10.Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDEadalah
pengelolaannaskah dinas secara elektronikdengan memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan dalarn proses

pengambilan keputusan.

11.Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan naskah dinas, yang

dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang
bersifat legal.

12.lnfrastruktur adalah kelengkapan sistem TNDEberupa perangkat lunak

(software) dan perangkat keras (hardware), antara lain peladen (seroer),
janngan, komputer pribadiZpersonal (personal computer/pc), pemindai
(scanner)dan piranti elektronik lainnya.

13.Suprastruktur adalah kelengkapan sistem TNDE, selain infrastruktur,
antara lain kebijakan, kelembagaan, dan ketatalaksanaan.

14.Borang acuanlTemplate adalah format surat baku yang disusun secara
elektronik.

15.Agenda Surat yang dalam sistem kearsipan dikenal dengan pengendalian
surat adalah pencatatan indeks data induk surat yang meliputi tanggal,
nomor, hal, pengirim,tujuan,dan ringkasan.

•
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(3) Manfaat penyelenggaraan TNDEadalah sebagai berikut:

a. mendukung kebijakan perkantoran secara elektronis guna menuju e­
government, yaitu menyajikan informasi secara mudah dan tepat guna
dalam mengakses surat/ naskah dinas secara elektronis;

b. efisiensi dan efektivitas pekerjaan, yaitu pekerjaan yang terkait dengan
naskah dinas dapat dilakukan secara kolaborasi dimana satu dokumen
dapat dianalisa sekaligus oleh beberapa orang dalam waktu singkat
tanpa perlu difotocopy serta mengurangi pengiriman surat secara
konvensional sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas dan
produktivitas kerja;

c. penghematan penggunaan kertas, yaitu dapat menghemat/rnengurangi
penggunaan kertas secara signifikan menuju paperless, mengurangi
pemakaian printer dan tinta, dan mengurangi penggandaan dan
percetakan dokumen;

d. penghematan dan kemudahan penggandaan, yaitupenggandaan dan
pengadaan kembali sistem aplikasi tata naskah dinas dapat dilakukan
setiap saat hanya dengan melakukan pengkopian terhadap keping CD
yang telah ada;

e. penghematan tempat penyimpanan, yaitu hanya dengan satu kepingCD
dapat tersimpan sistem, aplikasi dan dokumen dinas yang banyaknya
kurang lebih setara dengan 100.000 halaman kertas ukuran A4,sehinga
dapat menghemat ruangan kantor dengan berkurangnya jumlah filling
kabinet;

f. penghematan waktu pencarian dokumen, yaitu waktu pencarian
dokumen dapat dikurangi dengan sangat signifikan karena hanya
dengan mengetikan kata kunci, pencarian dokumen yang dimaksud
dapat langsung ditampilkan;

g. mengurangi resiko kehilangan dokumen, yaitu penyimpanan dokumen
dilakukan secara otomatis kedalam sistem sesuai denganjenis surat dan
folderpenyimpanannya sehingga mengurangi kemungkinan kehilangan
dokumen atau kesalahan penyimpanan dokumen;

h. kemudahan pengendalian dokumen naskah dinas dan penggunanya,
yaitu secara otomatis dapat dikendalikan dan dimonitor aktivitas

(2) Tujuan pedoman TNDE adalah untuk menciptakan keseragaman

pengelolaanTNDEdi lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam Purwakarta
mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan

efisien.

(1) MaksudpedomanTNDEadalah untuk memberikan landasan hukum dalam

menggunakan TNDE antar satuan kerja dilingkungan Pemerintah

Kabupaten Purwakarta.

Pasal2

BAB II
MAKSUD.TUJUANDANMANFAAT

•

•



d. keputusan bupati;

e. keputusan kepala PO;

c. peraturan bersama;

(2) Naskah Dinas yang dikecualikan diselenggarakan secara elektronik adalah :
a. peraturan daerah;

b. peraturan bupati;

•

a. instruksi;

b. surat edaran;

c. surat biasa;

d. surat perintah;

e. surat undangan;

f. surat panggilan;

g. nota dinas;

h. lembar disposisi;

1. telaahan staf;

j. pengumuman;

k. laporan;

1. rekomendasi;

m. surat pengantar;

n. lembaran daerah;

o. berita daerah;

p. berita acara;

q. memo;

•
(1) Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah :

Pasa13

BABIII
TATA NASKAH OINAS ELEKTRONIK

pengguna terhadap dokumen naskah dinas dalam lingkungan intranet
dan memudahkan integrasi beberapa alur proses menjadi suatu alur
yang saling terkait;

1. kemudahan pelacakan keberadaan dan status dokumen naskah dinas,
yaitu di lingkungan intranet, pengguna dapat secara langsung melihat
dan memonitor status dokumen naskah dinas sehingga dapat
meningkatkan kecepatan dan efisiensi alur proses naskah dinas;



b. spesifikasi sistem.

Penyelenggaraan TNDE di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:

a. desain sistem; dan

Pasal8

PedomanTata Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasa13
meliputi desain dan spesifikasi sistem tata naskah dinas elektronik.

Pasal 7•
PedomanTata Naskah Dinas Elektronikdi LingkunganPemerintah Kabupaten

Purwakarta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal6

Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikirim secara
elektronikdengan menggunakan fasilitasjaringan intranet dan/ atau internet;

Pasal5

Format Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada
PedomanTata Naskah Dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.•

Pasa14

(3) Pengecualian naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f,
tidak berlaku sepanjang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

(4) Naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dan huruf 0

hanya digunakan untuk pemberitahuan pemberlakuan peraturan
perundang-undangan atau dalam rangka sosialisasi.

f. naskah-naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan naskah
dinas lainnya yang digunakan sebagai kelengkapan dokumen
pertanggungjawaban keuangan daerah atau keuangan negara atau
kepegawaian;

g. naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yang ditujukan untuk
instansi/lembaga diluar pemerintah daerah.



(4) Uraian spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

d. keamanan penyimpanan dokumen.

c. fitur penghapusan dan pembatalan; dan

b. pencatatan logaktivitas pengguna;

(3) Spesifikasi nonfungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
meliputi:

a. keamanan aplikasi;

a. manajemen pengguna;

b. agenda surat masuk;

• c. agenda surat keluar;

d. manajemen templat; dan

e. pencarian dokumen.

(2) Spesifikasifungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi:

b. spesifikasinonfungsional.

(1) Spesifikasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri

atas:

a. spesifikasi fungsional;dan

Pasall0

(3) Uraian desain sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.•

(1) Desain sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan
deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur kerja, dan persyaratan dalam
penerapan TNDE.

(2) Desain sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1),terdiri atas:
a. arsitektur TNDE;
b. cakupan sistem;
c. alur kerja;
d. persyaratan; dan
e. suprastruktur.

Pasa19



IYUSPERMANA
BERITADAERAHKABUPATENPURWAKARTATAHUN2020 NOMOR ~44

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal -7o("wber #-0;)0

fBUPATI PURWAKARTA,~

SEKRETARISDAERAH
KABUPATE URWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal "1 Oi\.wber )o~v

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Purwakarta.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 11

BABIV
KETENTUANPENUTUP

•

•



B. Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan dari Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik ini adalah :
1. Maksud

Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik, selanjutnya disebut Pedoman

TNDE, dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan TNDE pada Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

2. Tujuan
Pedoman TNDE ini bertujuan agar terwujud standar pelaksanaan TNDE

pada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purwakarta dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (GoodGovernance).

A. Latar Belakang
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) telah

manjadi komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah di Kabupaten

Purwakarta Perubahan lingkungan strategis dan kemajuan teknologi

mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja birokrasi serta
perbaikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Disadari bahwa pemerintah merupakan fasilitator dan motivator

keberhasilan berbagai kegiatan pembangunan. Untuk mendukung hal
tersebut, dibutuhkan kecepatan dan keterpaduan pertukaran informasi dan

data antar Satuan Ketja Perangkat Daerah (SKPD).Melalui implementasi

aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik yang berbasis teknologi informasi,

diharapkan adanya percepatan proses penyelenggaraan tata pemerintahan.

Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah bagian dari

reformasi birokrasi, karena berdampak pada tuntutan perencanaan kerja yang
lebih detail, sistematis, kronologis dan terukur. Tata naskah dinas elektronik
dirancang dengan sistem otomatisasi, agar lebih efektif, efisien, terencana dan

akuntabel.

BABI
PENDAHULUAN

PEDOMANTATANASKAHDINASELEKTRONIK
DILINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENPURWAKARTA

LAMPIRANPERATURANBUPATIPURWAKARTA
NOMOR : .?-31 LA iitAN 1_OUJ
TANGGAL : 1- oktob&r soso
TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI

LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENPURWAKARTA

•

•



E. Manfaat
Dengan diimplementasikannya aplikasi TNDE,diperolehmanfaat sebagai
berikut:
1. Mendukung KebijakanPerkantoran Elektronikguna menuju e-Gouernment.

AplikasiTNDEsangat membantu pelaksanaan tugas perkantoran karena
menyediakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

6. Pengamanan meliputi

janngan.
7. Pengiriman: mekanisme pengiriman naskah dinas elektronik.

pencadanganj backup, pemulihan /recovery,

meliputi agenda surat, disposisi,

dengan mengunggah dokumen ke dalam

D. Ruang Lingkup
Ruang LingkupPedomanTNDEmeliputi :
1. MediaPerekaman Naskah Dinas Elektronik : fisik danj atau digital.

2. Jenis naskah dinas, mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur

tentang PedomanTata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Purwakarta
3. BorangAcuan jManajemen Template (Template management)

Pembuatan konsep surat menggunakan borang acuan/template
berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta yang mengatur tentang Naskah
Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

4. Pengabsahan dan Otentikasi, meliputi; pemeriksaan dan persetujuan

(approvement) , tanda tangan dan cap elektronik, user id/ password dan
penomoran.

5. Penanganan surat masuk

pemindaianj scan diteruskan

sistem aplikasi TNDE.

C. Sasaran
Sasaran TNDEadalah :
1. Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman tentang

penyelenggaraan TNDE pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Terwujudnya keterpaduan TNDE pada seluruh Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;

3. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi komunikasi, khususnya yang terkait

pemanfaatan Naskah Dinas Elektronik pada seluruh Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
4. Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara

optimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

•

•



a. Aplikasidan sistem berbasis web;

b. Penyajiannaskah dinas elektronikdengan mudah, dan cepat;

c. Aliran naskah dinas secara otomatis baik melalui jaringan intranet j

internet;
d. Laporan harian naskah dinas elektronik;

e. Pencataan naskah dinas secara otomatis.

2. Efektifdan Efisien.

Pekerjaan yang terkait dengan naskah dinas dapat dilakukan secara

kolaborasi dimana satu dokumen sekaligus dianalisa oleh beberapa orang

dalam waktu yang singkat tanpa perlu disalin (dicopy) sehingga dapat
meningkatkan produktivitas kerja.

3. Penghematan Penggunaan Kertas.

4. Penghematan Tempat Penyimpanan

5. Penghematan Waktu Pencarian Suatu Dokumen

Waktu pencarian suatu naskah dinas dapat dikurangi dengan sangat

signifikan karena hanya dengan mengetik kata kunci, dokumen naskah

dinas yang dimaksud langsung dapat diperoleh.

6. TidakAdaResikoKehilanganDokumen

Karena semua dokumen terekam dan tersimpan secara otomatis, maka

hampir tidak mungkin terjadi resiko kehilangan, kerusakan dan salah
simpan, atau alasan lain seperti : suratjundangan belum diterima.

7. Kemudahan Pengendalian Dokumen Naskah Dinas dan Penggunaannya.

Secara otomatis dapat dikendalikan dan dimonitor aktivitas pengguna

terhadap dokumen Naskah Dinas. Memudahkan integrasi beberapa alur
proses naskah dinas menjadi suatu alur proses yang saling terkait.•

•



Penjelasan Gambar 1 adalah sebagai berikut :

• 1 Komputer induk (servery basis data merupakan infrastruktur untuk
-menyimpan basis data yang digunakan oleh aplikasi TNDE.

2 Komputerinduk (server)aplikasi merupakan infrastruktur untuk meng- install

dan menyediakan pengaturan aplikasi TNDE.

3 Jaringan merupakan infrastruktur jaringan komunikasi data, baik intranet

maupun internet yang digunakan oleh aplikasi TNDE.

4 Pengguna adalah seluruh pengguna aplikasi TNDEyang terdaftar dan dapat

menggunakan aplikasi TNDEmelalui perangkat komputer pribadi jpersonal
(personal computer/pc) atau perangkat lainnya.

5 Pemindaian (scanning) merupakan proses dokumentasi naskah dinas yang
masuk dalam bentuk hardcopy menjadi bentuk elektronis.

Gambar 1:Arsitektur TNDE

aplikasibasis data

ServerServer Pemindaian
Penggun
a

Jaringan

Pengguna

5
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A. Arsitektur TNDE
Arsitektur TNDEadalah sistem yang terhubung denganjaringan komunikasi data

dan dapat diakses oleh semua pengguna yang legal. Secara umum, arsitektur

TNDEdapat digambarkan sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.

Desain sistem merupakan deskripsi rancangan arsitektur, cakupan, alur kerja

dan persyaratan yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan

Pemerintah Daerah dalam implementasi TNDE.

BAB II
DESAINSISTEM



3. Disposisi

Disposisi merupakan sarana komunikasi dua arah dari atasan terhadap
bawahan dan sebaliknya, dalam menindak lanjuti surat masuk.

4. Pembuatan surat dengan borang acuan/template
Pembuatan surat menggunakan borang ecuenf tempiate akan memberikan

kemudahan dan keseragaman. Dalam hal ini, sistem TNDEmenyediakan
suatu mekanisme yang menyatu dalam alur pembuatan Surat. Proses
melengkapi borang acuarr/ template dengan data yang diperlukan dapat
dilakukan secara langsung melalui fasilitas penyunting teks ( text editor) yang
disediakan aplikasi TNDE.

B. Cakupan Sistem

1. Komunikasi Eksternal

a) Surat Masuk

Surat Masuk adalah surat yang diterima dari pihak luar yang ditujukan

untuk SKPD/unit kerjajpejabat tertentu. Sistem TNDEakan melakukan

pengelolaan agenda surat masuk secara otomatis sehingga semua data
tersimpan dalam komputer induk. Surat masuk dalam bentuk hardcopy,
terlebih dahulu harus dilakukan pemindaian ( scanning) dokumen.

b) Surat Keluar

Surat Keluar adalah surat yang dikirim kepada pihak luar yang dibuat oleh

SKPD/unit kerjaj'pejabat tertentu. Sistem TNDEakan memberikan fasilitas

untuk pembuatan konsep surat berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta

yang mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta Penomoran surat keluar dan
penyimpanan dilakukan secara otomatis. Pengiriman dilakukan secara

elektronik atau dalam bentuk hardcopy.

2. Komunikasi Internal

a) Naskah Dinas Masuk

Naskah Dinas Masuk adalah naskah dinas yang diterima dari unit kerja

lain dalam satu SKPDdi lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta

Sistem TNDEakan melakukan manajemen Naskah Dinas Masuk secara
otomatis sehingga semua data tersimpan dalam komputer induk.

b) Naskah Dinas Keluar
Naskah Dinas Keluar adalah naskah dinas yang dikirim kepada unit kerja

lain dalam satu SKPDdi lingkup Pemerintah Kabupaten Purwakarta•

•



Gambar: 2

Alur Surat Masuk (Modell)

Penjelasan Alur Surat Masuk (Modell, Surat yang diterima dalam bentuk

elektronik) :
a. Surat Masuk diterima oleh basis data, dan dapat dilihat oleh pimpinanZkepala

maupun bagian Tata Usaha/Bekretariat
b. StafTata Usaha melakukan pencatatan data Surat Masuk. Data Surat Masuk

tersimpan dalam basis data yang terpusat (tidak tersimpan di komputer lokal
pengguna).

Tata Usaha / Pimpinan / Unit Pengolah Basis DataSekretariat Kepala

Mulai

r ( 'IJ $urat

Membuka
, Masuk

folder surat masuk \. \..J

-- .. Pemeriksaan surat
masuk

Pembuatan

I
Disposisi

r Surat r"Disposisi Tindak lanjut Tangga I )Disposisi pan- \. \._)

Selesai

SURATMASUK (Modell)

1. Surat Masuk

c. AlurKerja
AplikasiTNDEmenyediakan beberapa alur kerja sebagai berikut :

•

•



Gambar 3
Alur Surat Masuk (Model2)

SURATMASUK (Model 2)

Tata Usaha / Sekretariat Pimpinan / Unit i Basis Data
Kepala Pengolah

l Mulai J

Surat
Masuk

Menerima Menerima
email & hardcopy & I

mengunggah melakukan
attachment pemindaian

I I
Mencatat & ( Surat (menyimpan Masuk

surat masuk IPemeriksaan
surat masuk

! I
Pembuatan
Disposisi

! Tindak
,

Disposisi j- ... lanjut Surat
Disposisi Tanggapan

!
( Selesai )

c. Pimpinarr/kepala secara langsung dapat rnelihat data Surat Masuk yang
ditujukan kepadanya untuk diperiksa isi detail surat rnasuk tersebut.

d. Pimpinanj'kepala dapat rnenangani Surat Masuk tersebut dengan rnernbuat

disposisi. Alur selanjutnya akan rnengikuti AlurKerjaDisposisi.

e. Apabila diperlukan, Pimpinarr/kepala dapat rnelakukan penanganan secara

langsung (rnisalkandengan rnernbuat surat balasan untuk surat yang bersifat

Rahasia).

•

•



Selesai

Gambar 4
AlurDisposisi

Disposisi
lanjut
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Basis Data
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•
Pembuatan
disposisi
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DISPOSISI

2. Disposisi

Penjelasan Alur Surat Masuk (Model 2, surat yang diterima dalam bentuk

cetakj hardcopy) :

a. Surat Masuk diterima oleh bagian Tata Usahaj Sekretariat

b. Staf Tata Usaha melakukan pencatatan data Surat Masuk dan

penyimpanan surat dengan melakukan pemindaian dokumen.

c. Data Surat Masuk tersimpan dalam basis data yang terpusat (tidak tersimpan

di komputer lokal pengguna).
d. Pimpinan j kepala dapat melihat data Surat Masuk yang ditujukan

kepadanya untuk diperiksa isi detail surat masuk tersebut.

e. Pimpinan /kepala dapat menangani Surat Masuk tersebut dengan membuat

disposisi. Alur selanjutnya akan mengikuti AlurKerjaDisposisi.

f. Apabiladiperlukan, Pimpinan /kepala dapat melakukan penanganan secara
langsung (misalkandengan membuat surat balasan untuk surat yang bersifat

• Rahasia.



Gambar 5
AlurSurat Keluar

SURATKELUAR
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•

PenjelasanAlurKerjaDisposisiadalah sebagai berikut.
a. Pembuatan Disposisi merupakan kelanjutan dari penggunaan Surat

Masuk atau disposisi lanjutan. Form disposisi dilengkapi dengan
keterangan perintah yang diberikan oleh pembuat disposisi kepada
penerima disposisi.

b. Data disposisiyang telah diisikan, akan disimpan dalam basis data yang
terpusat . Sistem secara otomatis melengkapi disposisi ini dengan
dokumen iattachmenn berupa Surat Masukyangjuga dapat dilihat isinya
oleh penerima disposisi .

c. Penerima disposisi dapat melihat secara langsung isi disposisi aplikasi
TNDE,dan menindaklanjuti isi disposisi.

d. Penerimadisposisi harus membuat laporan hasil tindak lanjut. Laporan
disposisi yang dibuat berisi keterangan singkat pelaksanaan disposisi
dan konsep apabila diperlukan . Pembuat disposisi dapat memberikan
catatan terhadap laporan yang telah dibuat oleh penerima disposisi
sehingga proses pembuatan laporan dan pemberian catatan akan
berlangsung terus sampai disetujui pembuat disposisi.

e. Apabila diperlukan, penerima disposisi dapat melakukan disposisi
lanjutan kepada bawahannya (maksimal5 tingkat).

3. Surat Keluar
•



aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak

pengguna dalam satu jaringan;

c. Komputer Klienmerupakan perangkat keras yang terhubung dengan

jaringan sehinggadapat mengakses aplikasi pada komputer induk;

d. Pemindai dokumen (Scanner)merupakan perangkat untuk melakukan
pemindaian dokumen pada computer klien yang dibutuhkan pada unit

pengolah; dan
e. Sistem keamanan adalah sistem yang menjamin infrastruktur aman

dari kerusakan, serangan virus, dan penyalahgunaan sistem.

f. Sertifikat elektronik dari pejabat yang berhak mengeluarkan surat
keluar yang dikeluarkan oleh Lembaga penerbitan dan pengelolaan
sertifikat elektronik

•

Penjelasan Alur Surat Keluar adalah sebagai berikut.

a. Konsep surat dibuat dengan menggunakan borang acuanj template naskah
dinas oleh unit pengolah.

b. Atasan Unit pengolahmelakukan pemeriksaan konsep surat. Pemeriksaan

konsep surat dilakukan beberapa tingkat sesuai dengan struktur organisasi
SKPD(maksimal4 tingkat).

c. Pemeriksaan akhir konsep surat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang
menandatangani surat.

d. Setelah disetujui oleh Pejabat yang berwenang menandatangani surat,
maka surat akan diberi tanda tangan dan cap oleh Sekretariat/Tata Usaha.

e. Proses berikutnya, Sekretariat/Tata Usaha akan memberikan nomor surat

sesuai format penomoran yang berlaku (tanggal surat diisi otomatis oleh
aplikasi TNDE).

• f. Surat telah lengkapdan siap untuk dikirim.

g. Untuk kepentingan arsip surat keluar elektronik, semua surat keluar dalam
bentuk hardcopy, discan lalu diunggah ke dalam aplikasi TNDE.

D. Persyaratan

Untuk menerapkan TNDE dibutuhkan persyaratan infrastruktur dan
suprastruktur.

1. Infrastruktur

a. Jaringan Komputer merupakan suatu sistem jaringan berbasis Local

Area Network (LAN)atau jejaring nirkabel (Wireless Network)yang

terkoneksi dan dapat mengakses aplikasi yang terdapat pada Peladen;
b. Komputer Induk merupakan perangkat keras yang menjalankan



•

2. Suprastruktur

a. Kebijakan TNDE dituangkan dalam bentuk Peraturan Perundang­

undangan Daerah.

b. Pengelola TNDE adalah unit kerja yang merniliki tugas dan

tanggungjawab pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi

TNDE.

c. Hak Akses pengguna dalam Aplikasi TNDE

1. Hak akses pengguna dalam aplikasi TNDE bagi Bupati, Wakil
Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala PD dan Kepala Bagian Setda,

meliputi : Membaca Surat Masuk dan Keluar, Membuat Konsep Surat,

Pemeriksaany Edit Surat, Persetujuan Surat, Menentukan Tingkat

Keamanan Surat, Menentukan Kecepatan Proses Surat, Disposisi,

Membaca/Mengirim Surat Bersifat Rahasia .

2. Hak akses pengguna dalam aplikasi TNDE bagi Sekretaris, Kepala
Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, meliputi : Membaca

Surat Masuk dan Keluar kecuali yang bersifat rahasia, Membuat

Konsep Surat, Pemeriksaany Edit Surat, Disposisi, Menentukan

Kecepatan Proses Surat.

3. Hak akses pengguna dalam aplikasi TNDE bagi petugas Tata

Usaha /Bekretariat meliputi : Membaca Surat Masuk dan Keluar

kecuali yang bersifat rahasia, Membuat Konsep Surat, Mengirim

Surat, Edit Surat, Menambab /Mcngedit Borang Acuan/ Template,
Penomoran Surat, Menentukan Kecepatan Proses Surat, Mengirim

Surat.

4. Hak Akses Pengguna Administrator dalam Aplikasi TNDE meliputi

Manajemen Data Induk Pengguna (Master Data Usery, Pemberian

Kewenangan (Role) Pengguna, dan Manajemen Borang

Acuan/Template Naskah Dinas. Untuk penambahan / perubahan

pengguna dan borang acuan/template dilakukan dengan persetujuan

atasan langsung administrator.

5. Hak Akses Pengguna Tamu setiap PD/Unit Kerja meliputi : Membuka

dan MembacaSurat (Surat Biasa).

•



Penerapan sistem TNDEsecara umum harus memenuhi beberapa spesifikasi dasar

yang bersifat fungsional dan non-fungsional .
A. SpesifikasiFungsional

1.ManajemenPengguna
a. Data lnduk Pengguna (Master Data Userymemfasilitasi manajemen data

pengguna yang berupa penambahan data darr/atau penonaktifan

pengguna, serta disusun sesuai dengan data kepegawaian.Menu ini hanya

dapat diakses oleh administrator aplikasi;

b. Pemberian kewenangan akses (Role) mengatur kewenangan setiap

pengguna, antara lain berupa masukan (input) agenda surat, pembuatan

disposisi dan pembuatan dan pemeriksaan surat keluar. Dalam sistem
TNDE, dimungkinkan seorang pengguna mendapatkan beberapa

kewenangan sekaligus, yang diatur oleh administrator TNDE, sesuai

dengan penugasan yang diberikan.
2. Surat Masuk

Penanganan surat masuk adalah sebagai berikut :

a. Masukan (input) aplikasi TNDEmenyediakan fasilitas masukan terhadap
surat masuk, sekurang - kurangnya memuat :

1)nomor urut surat ;

2) tanggal penerimaan surat ;

3) nomor, tanggal dan hal surat;

4) tujuan surat ;

5)nama dan alamat pengirim surat ;
6) Kecepatan Proses :

a) Amat segera / Kilat;
b) Segera;

c) Penting; dan

d) Biasa
7) lsi
8)Tembusan dan lampiran (bilaada).

b. Penyimpanan Dokumen

1.Semua surat masuk yang dibuat menggunakan aplikasi TNDEtersimpan

secara otomatis pada komputer induk, sedangkan surat dalam bentuk
hardcopy maupun naskah dinas elektronik lainnya diatur sebagai
berikut:

BAB III
SPESIFlKASISISTEM

•

•



3. Surat Keluar

Surat keluar dibuat berdasarkan tindak lanjut disposisi atau konsep surat
atas inisiatif sendiri :

a. Pembuatan KonsepSurat

• Pembuatan konsep surat keluar dilakukan dengan menggunakan borang

acuarr/ template. Sistem akan menyediakan template yang mengacu pada
Peraturan Bupati PURWAKARTAyang mengatur tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di LingkunganPemerintah Kabupaten PURWAKARTA

b. Pemeriksaan KonsepSurat

Terdapat fasilitas untuk melakukan pemeriksaan atasan terhadap konsep

surat yang telah dibuat. Dalam proses pemeriksaan konsep surat,

dimungkinkan terjadi koreksi dan revisi yang dilakukan secara berulang­
ulang sampai didapat suatu konsep surat yang disetujui. Yang
memberikan persetujuarr/ approvement terakhir adalah pejabat yang

menandatangani surat keluar tersebut. Pejabat yang memberikan
persetujuan Zapprovernentharus tertera nama jabatan dan nama pribadi.
Setelah disetujui/ diapprove oleh pejabat yang menandatangani surat
keluar, baru menu tanda tangan dan cap dinas bisa tampil di layar

1)Pemindaian (scanning) Dokumenmerupakan systemyang

memfasilitasipemindaian apabila naskah dinas diterima dalam

bentuk naskah dinas asli (hardcopy).

2) Unggah file (file upload) dilakukan apabila naskah dinas telah
diterima dalam bentuk salinan naskah dinas elektronik (hasil
pemindaian hardcopy)

2. Retensi arsip, yaitu penentuan masa simpan arsip dan klasifikasiarsip

musnah atau permanen sesuai Jadwal RetensiArsip(JRA)yang berlaku

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta

c. MelihatDetailArsipSurat

Sistem TNDEmemungkinkan setiap data surat masuk dan data terkait

yang telah disimpan dapat dilihat kembali secara mudah dan cepat.

d. MembuatDisposisi
Sistemmenyediakanmekanisme untuk membuat disposisi terhadap surat

masuk. Disposisi ini merupakan komunikasi lebih lanjut dalam proses
penanganan surat masuk.

e. Sistem memberikan mekanisme untuk manajemen disposisi, yaitu

mekanismepembuatan laporan terhadap disposisiyangditerima oleh suatu
pengguna dan pemberian komentar oleh pembuatan disposisi terhadap
laporan disposisi.

•



B. SpesifikasiNon-Fungsional
Beberapa yang menjadi persyaratan non-fungsional sistem adalah sebagai

berikut:
I.KeamananAplikasi

5. Pencarian Dokumen

Semua dokumen yang tersimpan dalam sistem akan dapat dicari berdasarkan
kriteria pencarian yang ditentukan oleh pengguna, yaitu kode surat, tanggal
surat, perihal surat, asal surat dan alamat surat yang dituju.

c. Pembuatan borang acuan/template dalam Pembuatan Konsep Surat

borang acuarr/ Template yang telah tersimpan harus terintegrasi dengan

aplikasi TNDE sehingga proses melengkapi surat dapat langsung
dilakukan melalui aplikasi TNDE.

b. Pembuatan Borangacuan/Template baru
AplikasiTNDEmenyediakan fasilitas untuk membuat template baru yang

belum ada pada PedomanTata Naskah Dinas sehingga format surat yang

spesifik pada suatu instansi tetap dimasukkan sebagai suatu borang

acuan / template.•

a. Penggunaan TemplateStandar
Sistem TNDE menyediakan borang acuan/ template surat berdasarkan
Peraturan Bupati PURWAKARTAyang mengatur tentang Pedoman Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten PURWAKARTA
Beberapa aspek spesifik seperti logo instansi diatur pada aplikasi TNDE

sehingga berlaku umum untuk semua instansi.

•

aplikasi.

c. Pembuatan Surat Keluar
Unit kerja dapat melakukan input data surat keluar setelah konsep surat
menjadi surat final.

d. Pengabsahan dan otentikasi
Surat keluar dilengkapi dengan tanda tangan dan cap elektronik.

e. Penomoran Surat
Surat yang telah disetujui, diberi nomor oleh Petugas Tata
Usaha /Bekretariat berdasarkan format penomoran resmi.

f. Pemindaian Surat
Surat keluar yang telah dilengkapi dengan tanda tangan dan cap disimpan
dengan cara pemindaian.

g. Pengiriman
Setelah seluruh proses surat keluar terlaksana, surat segera dikirim ke
alamat tujuan

4. BorangAcuan /Manajemen Template



4.Keamanan PenyimpananDokumen
AplikasiTNDEmemberikan kepastian bahwa dokumen yang tersimpan tidak
tumpang tindih dengan dokumenyang sudah ada sebelumnya, sehingga setiap
pengguna dapat mengakses data yang benar. Penyimpanan yang dilakukan
harus mempertimbangkan aspek keamanan dan pemeliharaan untuk

3.Fitur Penghapusan dan Pembatalan

AplikasiTNDEtidak melakukan penghapusan secara langsung (purge delete)
terhadap dokumen ataupun agenda surat yang telah dibuat, tetapi digunakan

mekanisme flag untuk menandai status validasi suatu dokumen atau naskah

dinas. Pembatalan terhadap suatu aksi harus melalui suatu mekanisme
otorisasi yang diatur sesuai kebijakan masing-masing instansi.

2.Pencatatan LogAktivitasPengguna
AplikasiTNDEakan mencatat setiap aktivitas pengguna (user)yang berkaitan

• dengan sistem. Log aktivitas ini digunakan untuk melakukan pemeriksaan
terhadap segala proses persuratan yang memanfaatkan aplikasi TNDE.

Keabsahan naskah dinas yang dibuat menggunakan aplikasi TNDE akan
menyesuaikan peraturan perundangan yang berlaku. Surat dinas yang bersifat

eksternal akan tetap menggunakan tanda tangan dan cap, sedangkan
pengiriman dilakukan secara manual (melaluikurir). Dalam hal naskah yang
bersifat internal, maka keabsahan dan pengirimandilakukan melaluiaplikasi
TNDE.

c. Namapengguna yang sarna tidak dapat digunakan secara pararel dalam

satu waktu yang bersamaan.•
b. Pengguna hanya dapat mengakses menu yang merupakan

kewenangannya.

a. Aplikasihanya dapat diakses oleh pengguna terotentikasi.

Aplikasi TNDEmenjamin otentikasi pengguna yang melakukan pengaksesan.

Minimal mekanisme otentikasi dilakukan dengan menggunakan pengecekan

nama pengguna dan kata kunci (password) sehingga aplikasi dapat diakses
dengan menggunakan kewenangan yang telah ditentukan untuk rnasing­

masing pengguna.
Otentikasi dilengkapi dengan keamanan yang menjamin bahwa data
dimasukkan oleh pengguna bukan oleh sistem lain/virus, misalkan dengan

menggunakan gambar atau tulisan khusus (capture)ataupun security question.

Dalamakses aplikasi harus dijamin bahwa :



Pembuktiaan surat elektronik yang dikeluarkan dari sistem/ aplikasi surat

menyurat elektronik (e-office) dengan membuktikan dalam bentuk dokumen

elektronik dengan media pembaca sertifikat elektronik yang ditentukan oleh
Lembagapenerbit sertifikat elektronikdimaksud.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

YUS DJUNAEDI RUSU. S.STP,M.St
NIP. 19790402 199810 1 001

KEPALA IIDANG APLIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURWAKARTA•

Balai
Sertifikasi
Elektronik•

Pengabsahan dan Autentikasi, yaitu sertifikat digital yang dikeluarkan

oleh Lembaga resmi penerbitan dan pengeolaan sertifikat elektronik.

Pengabsahan dan autentifikasi surat keluar dalam Tata Naskah dinas

Elektronik ini dengan menggunakan sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh

Lembaga resmi penerbitan dan pengelolaan sertifikat elektronik dengan logo

dan symbol sertifikat elektronik tersebut seperti dibawah ini

5. Pengabsahan dan autentifikasi

mencegah kerusakan data.



f-BUPATI PURWAKARTA, /-

PedomanTata Naskah Dinas Elektronikmerupakan acuan pengelolaan

Tata Naskah Dinas Elektronik bagi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
Dengan memanfaatkan Pedoman mi, diharapkan dapat tercapai

kesamaan pengertian dan pemahaman penyelenggaraanTata Naskah Dinas
Elektronik. Di samping itu, dapat tercapai keterpaduan pengelolaan tata

naskah dinas elektronik, kelancaran komunikasi dan kemudahan dalam

pengelolaannaskah dinas, serta efektivitasdan efisiensipenyelenggaraantata

naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan

tata kelola kepemerintahan yang baik (Good Governance) .

BABIV
PENUTUP

•

•


